BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka

kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.

Efektifitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh
Kejaksaan Negeri Padang belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari
masih adanya kesenjangan antara tingginya angka pelanggaran lalu lintas
dengan realisasi pembayaran denda tilang yang masuk sebagai Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP), meskipun Kejaksaan Negeri Padang telah
menjalankan perannya sebagai pelaksana putusan pengadilan, termasuk
melalui penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang). Namun, penerapan
sistem tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal
tersebut disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat, yang mana
pembayaran denda tilang masih sangat bergantung pada kesadaran
pelanggar. Sehingga mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum
terhadap pembayaran denda tilang.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan
efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang, terdapat
faktor internal yaitu sifat pasif Kejaksaan dalam menunggu pelanggar datang
membayar denda dan keterbatasan anggaran operasional. Serta faktor
eksternal yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait peraturan
pembayaran denda tilang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat
menganggap denda tilang tidak mendesak, dan proses pembayaran yang

dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi.
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B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Kejaksaan disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi, seperti sistem pengingat pembayaran denda tilang secara berkala,
melalui upaya pemanggilan administratif atau pemberitahuan kepada
pelanggar sebelum masa daluwarsa berakhir melalui notifikasi di web resmi,
aplikasi tilang, ataupun langsung kepada nomor kontak pelanggar yang
terdaftar, guna meningkatkan penyelesaian pembayaran denda tilang dan
mengurangi penumpukan barang bukti yang berakhir pada penghapusan
akibat daluwarsa.

Kejaksaan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum
kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran denda tilang, prosedur
yang berlaku, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak

dipenuhi.

. Kejaksaan juga disarankan untuk menyederhanakan informasi dan

memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang memahami
teknologi, sehingga sistem pembayaran denda tilang berbasis elektronik
dapat diakses secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepolisian dan instansi terkait disarankan untuk memberikan data pelanggar
yang lebih lengkap dan akurat, terutama terkait alamat dan nomor kontak.
Ketersediaan data yang valid tersebut akan mendukung optimalisasi proses
penegakan hukum, sehingga pelaksanaan pemanggilan, pemberitahuan,

maupun penagihan denda dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,
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5. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan serta melengkapi sarana dan
prasarana pendukung sistem tilang elektronik (e-tilang), mengingat belum
seluruh persimpangan lampu lalu lintas di Kota Padang dilengkapi dengan
perangkat kamera pengawas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan
merata tersebut sangat penting guna menunjang efektivitas pengawasan,
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, serta
mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum berbasis teknologi secara

transparan dan akuntabel.
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